Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan lll
I'l November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

p-ISSN 2598-5973
e-ISSN 2599-008X

Strategi Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis

Mariyani
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos-el: mariyani573@gmail.com

Abstrak

Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian mengglobal di hampir semua negara. Indonesia
merupakan salah satu negara yang saat ini mengalami isu kerusakan lingkungan terutama akibat perkembangan kemajuan
industri di kota besar seperti pembalakan hutan tanpa tebang pilih, pembuangan limbah tanpa pengelolaan, hingga kurangnya
pembangunan fisik yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kerusakan
lingkungan meliputi promosi pemerintah yang kurang dalam menggiatkan peran warga negara terhadap lingkungan, peran
persekolahan yang belum optimal dalam pembelajaran berbasis lingkungan hingga kesadaran dan perilaku warga negara yang
masih kurang dalam menjadi kewarganegaraan ekologis. VWarga negara yang baik tidak hanya memiliki pengetahuan dan
partisipasi aktif saja tetapi juga memiliki watak kewarganegaraan yang peduli lingkungan. Oleh karena itu pentingnya upaya
membentuk kewarganegaraan ekologis yang hakikatnya ialah tata cara etika dan moral warga negara terhadap lingkungannya
secara bertanggung jawab mampu bijaksana dalam menjaga, mengelola dan melesatrikan lingkungan. Tujuan tulisan ini ialah
untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan dalam pembentukan kewarganegaraan ekologi. Metode yang digunakan dalam
tulisan ini ialah kajian pustaka (library research). Tulisan ini akan membahas tentang strategi dalam pembentukan
kewarganegaraan ekologi yang meliputi |) pembentukan kewarganegaraan ekologi melalui persekolahan mulai dari guru melek
ekologi, PKn persekolahan berbasis ecoliteracy dan proyek di luar kelas dan 2) pembentukan kewarganegaraan ekologi berbasis
masyarakat melalui komunitas lingkungan, workshop tentang pentingnya pelestarian lingkungan, dan pelatihan mengenai

pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan.

Kata kunci: Guru melek ekologi, kewarganegaraan ekologis, PKn berbasis ecoliteracy, ekologi berbasis masyarakat.

Pendahuluan

Fenomena globalisasi membawa dampak pada
kecenderungan yang bersifat global. Semua kejadian
menjadi tidak mengenal batas territorial. Beberapa
isu global juga menjadi permasalahan utama di setiap
negara. Salah satu isu global yang menjadi perma-
salahan hampir setiap negara ialah isu kerusakan
lingkungan. Greenpeace sebagai salah satu organisasi
yang fokus terhadap isu lingkungan di dunia men-
jelaskan bahwa ada beberapa kasus kerusakan
lingkungan seperti illegal logging, pembakaran hutan,
kerusakan ekosistem laut, pengelolaan limbah indus-
tri, isu nuklir bahkan detox yang menjadi perma-
salahan semua negara di dunia. Indonesia merupakan
salah satu negara yang saat ini mengalami isu kerusa-
kan lingkungan terutama akibat perkembangan kema-
juan industri di kota besar. Hal ini diperkuat oleh
Nagra (2010:155) bahwa pada abad ini kerusakan
lingkungan merupakan bencana global bagi setiap
negara karena dampaknya melewati batas territorial.
Beberapa kasus yang menunjukkan bukti bahwa
terjadi perilaku yang merusak lingkungan di Indonesia
ialah pembuangan sampah sembarangan, kasus pem-
balakan hutan secara liar, pembuangan limbah pabrik
yang mencemari lingkungan hingga kurangnya pemba-
ngunan fisik yang seimbang dengan upaya pelestarian
lingkungan.

Uraian kasus perusakan lingkungan harusnya tidak
terjadi mengingat bahwa pemerintah melalui UU No

23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
(UUPLH) Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap
orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan
lingkungan. Hak tersebut diatur oleh secara jelas agar
warga negara mampu berperan dalam melestarikan
lingkungan. Akan tetapi walaupun secara hukum di-
atur tetapi kesadaran akan pelestarian lingkungan
masih sangat minim. Kurangnya kesadaran tersebut
memperparah krisis ekologi yang terjadi terutama di
perkotaan. Krisis ekologi tersebut terjadi disebabkan
oleh perilaku warga negara yang salah. Hal ini
diperkuat oleh Prasetiyo dan Budimansyah (2011:
175) bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan
ialah kurangnya kesadaran warga negara dalam
menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain dari ku-
rangnya kesadaran juga disebabkan oleh perilaku
warga negara yang salah terhadap lingkungan.

Uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa hak
warga negara dalam menjaga, mengelola dan meles-
tarikan lingkungan di sekitar yang sering dikenal de-
ngan istilah kewarganegaraan ekologis (ecological
citizenship). Istilah “kewarganegaraan ekologis” per-
tama kali digunakan pada tahun 1990 oleh institusi
lingkungan di Kanada. Berdasarkan institusi lingkung-
an Kanada tersebut mengemukakan bahwa seba-gian
warga dunia yang mengglobal tidak memiliki sejarah
yang baik dalam upaya mengelola lingkungan sekitar
dengan baik. Pengalaman dari lembaga tersebut
menunjukkan bahwa sebelumnya sumber daya alam
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di negara tersebut diberikan kepada berbagai pihak
untuk mengelola akan tetapi, sering disalahgunakan
sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik ter-
hadap lingkungan.

Hakikatnya kewarganegaraan ekologis ialah gaga-
san baru yang di upayakan untuk membentuk kesa-
daran warga negara dalam membentuk manusia se-
utuhnya dalam keterlibatan menjaga pelestarian
lingkungan hidup Deane Curtin (Isin dan Turner,
2002:297). Oleh karena itu, harusnya pemerintah
bersama institusi lingkungan yang ada mendorong
untuk membentuk warga negara yang peduli terhadap
lingkungan. Hakikatnya pentingnya membentuk warga
negara ekologi melalui komitmen pribadi untuk
belajar lebih banyak tentang lingkungan kemudian
mampu mengambil tindakan dalam menjaga, megelola
dan melestarikan lingkungan yang bertanggung jawab
(Szerszynski 2006:75).

Peran pemerintah dalam mempromosikan peran
warga negaranya sangatlah penting dikarenakan pe-
merintah mempunyai alat yang bersifat memaksa,
mengikat dan memberikan sanksi kepada warga ne-
garanya untuk menjaga lingkungan. Hal ini diperkuat
oleh pendapat Barry (2006:21) bahwa kampanye ber-
basis negara sangat efektif untuk mempromosikan
kewarganegaraan lingkungan tanpa mengabaikan di-
mensi sosial-ekonomi dan politik dari keberlanjutan.
Akan tetapi, di beberapa negara menunjukkan bahwa
kurangnya perhatian lebih pemerintah untuk menem-
patkan isu lingkungan dalam konteks yang lebih luas
dalam kehidupan warga negaranya. Konsep pemben-
tukan warga negara hanya didorong untuk menjadi
“warga negara yang baik” tanpa memberikan penje-
lasan lebih mengenai peran warga negara yang baik
sebagai warga negara ekologis. Selain itu faktor lain
penghambat terbentuknya warga negara ekologi ialah
kurangnya keadilan yang diberikan terhadap aktor
perusak lingkungan seperti struktur kekuasaan dan
ekonomi kapitalis yang menjadi aktor dalam menim-
bulkan masalah ekologi dan sosial. Faktor ketidak-
adilan tersebut juga di perkuat oleh Luque (2005:221)
menunjukkan bahwa warga negara menjadi tidak
peduli dengan informasi yang disampaikan pemerin-
tah mengenai krisis ekologi dikarenakan warga negara
mengidentifikasi terjadinya ketidakadilan terhadap
kekuasaan perusahaan kapitalis yang tidak memberi-
kan kontribusi dalam menangani krisis ekologi me-
lainkan lepas tanggung jawab terhadap akibat yang
ditimbulkan di lingkungan. Sistem pendidikan melalui
lembaga sekolah dan peran serta masyarakat juga
masih sangat minim terhadap pembahasan untuk
pembentukan kewarganegaraan ekologis. Hal ini di-
karenakan persekolahan masih dibebankan pada
upaya pembentukan pengetahuan saja dan masya-
rakat belum memiliki kesadaran yang cukup.

Minimnya promosi pemerintah, keterbatasan pe-
ran sekolah mengenai upaya pembentukan warga
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negara ekologi dan kurangnya kesadaran warga ne-
gara dalam perannya sebagai kewarganegaraan
ekologis membuat isu lingkungan menjadi tidak men-
dapatkan perhatian lebih dalam masyarakat. Beban
berat dalam menjaga lingkungan hanya dibebankan
pada lembaga lingkungan tertentu saja organisasi da-
lam kementerian lingkungan hidup, komunitas go
green, komunitas peduli lingkungan. Padahal upaya
membentuk warga negara yang ekologi sangatlah
penting dikarenakan peran warga negara tersebut
akan mampu membentuk warga negara yang siap
berperan dan bertanggung jawab dalam menjawab
tantangan isu-isu lingkungan. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka jika melihat konsep pendidikan kewar-
ganegaraan jelas bahwa warga negara yang baik harus-
lah mampu mengembangkan tiga ranah kompetensi
kewarganegraan yaitu civic knowledge, civic skills dan
civic disposition. Hal itu juga diperkuat oleh Cogan &
Derricott, 1998:2-3) bahwa warga negara saat ini
haruslah memiliki karakteristik multidimensional yang
memiliki ciri memiliki jati diri; kebebasan untuk mem-
peroleh hak-hak tertentu; pemenuhan terkait kewa-
jiban-kewajiban; minat dan keterlibatan dalam urusan
publik; dan kepemilikan nilai-nilai dasar kemasyara-
katan disinilah salah satu konsep untuk membentuk
warga negara yang ekologis melalui peran pemerintah,
persekolahan maupun peran masyarakat. Tulisan ini
bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan
dalam mengembangkan kewarganegaraan ekologi.
Tulisan ini berfokus pada beberapa kajian meliputi 1)
konsep kewarganegaraan ekologis (ecological citizen-
ship); 2) pembentukan kewarganegaraan ekologis me-
lalui persekolahan mulai dari guru melek ekologi, PKn
persekolahan berbasis ecoliteracy dan proyek di luar
kelas dan 3) pembentukan kewarganegaraan ekologis
berbasis masyarakat melalui komunitas lingkungan,
workshop tentang pentingnya pelestarian lingkungan,
dan pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan yang
ramah lingkungan.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode pene-
litian tinjauan pustaka (library research) yang bersum-
ber baik dari jurnal maupun buku yang terkait menge-
nai gagasan strategi pembentukan kewarganegaraan
ekologis. Beberapa refrensi akan menjadi sumber
gagasan utama dalam penulisan artikel ini.

Konsep Kewarganegaraan Ekologis
(Ecological Citizenship)

Pembahasan masalah- masalah lingkungan di Indo-
nesia telah lama berlangsung akan tetapi upaya yang
dilakukan oleh elemen masyarakat melalui komunitas
pengerak lingkungan ataupun pemantapan pengeta-
huan tentang pentingnya isu lingkungan di sekolah
juga belum optimal. Hal itu di tunjukkan di dalam
ruang lingkup materi pembelajaran di sekolah ter-
utama dalam pembelajaran PKn persekolahan masih
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sangat minimal. Oleh karena, itu penting pemahaman
mengenai konsep kewarganegaraan ekologis.

Kewarganegaraan ekologis hakikatnya memiliki
motivasi, kepercayaan diri, kesadaran nilai-nilai, kebi-
jaksanaan praktis dan kemampuan untuk menem-
patkan kewarganegaraan seseorang yang melek eko-
logi ke dalam tindakan. Kewarganegaraan ekologis
melibatkan pemberberdayaan warga negara untuk
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
diperlukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan
tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan serta
mampu bertindak sesuai pengetahuannya tentang
konsekuensi yang akan terjadi (Berkowitz, et. al.,
2005:228).

Selain pendapat di atas, definisi kewarganegaraan
lingkungan hakikatnya juga meliputi pemahaman
tentang isu-isu ekologi, hak-hak, tanggung jawab war-
ga negara dalam isu lingkungan hidup dan tindakan
yang dilakukan tidak hanya mengatasi masalah ling-
kungan tetapi juga untuk mempromosikan interaksi
manusia yang positif dan berkelanjutan dengan
lingkungan sekitar (Berkowitz dkk, 2005:227; Clarke
& Agyeman, 201 1:1775; Latta, 2007:18; Gabrielson &
Cawley, 2010:605; Gebbels, Evans, & Delany,
2011:13). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpul-
kan bahwa pentingnya upaya bersama baik melalui
pemerintah, persekolahan maupun masyarakat harus-
lah mengefektifkan upaya dalam pembentukan kewar-
ganegaraan ekologis. Kewarganegaraaan ekologis
(ecological citizenship) ialah pemikiran ataupun ide
yang berkaitan erat dengan tata cara etika dan moral
warga negara terhadap lingkungannya secara ber-
tanggungjawab mampu bijaksana dalam menjaga,
mengelola dan melestarikan lingkungan.

Kurangnya pemahaman mengenai tumpang tindih
terhadap kewarganegaraan melek ekologi dan kewar-
ganegaraan melek huruf yang berakibat warga negara
di satu sisi paham terhadap konsep melek ekologi
tetapi di satu sisi belum mampu bertindak terhadap
lingkungan. Berkowitz, et. al (2005:230) kerangka
kewarganegaraan lingkungan meliputi lima komponen
yang harus dikembangkan agar tidak terjadi tumpang
tindih sebagai berikut 1) melek kewarganegaraan
meliputi sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik
kunci pemahaman menggunakan keterampilan
berpikir kritis yang diperlukan; 2) melek ekologi
meliputi pemahaman sistem ekologi dan mengguna-
kan pemikiran ekologi tetapi juga harus mampu
memahami hubungan ekologi dengan masyarakat; 3)
nilai kesadaran yang berarti kesadaran nilai-nilai
pribadi sehubungan dengan lingkungan dan kemam-
puan untuk menghubungkan nilai-nilai ini dengan
pengetahuan dan kebijaksanaan praktis untuk mem-
buat keputusan dan bertindak; 4) efikasi diri yang
berarti memiliki kapasitas untuk belajar dan bertindak
sehubungan dengan nilai-nilai pribadi dan kepentingan
di lingkungan dan 5) kebijaksanaan praktis yang bearti

p-ISSN 2598-5973
e-ISSN 2599-008X

memiliki kebijaksanaan dan keterampilan praktis
untuk pengambilan keputusan dan bertindak sehu-
bungan dengan lingkungan. Kewarganegaraan ekolo-
gis bertujuan untuk mempromosikan secara global
untuk membentuk warga negara yang melek ling-
kungan, mampu bertindak secara bertanggung jawab
terhadap perilaku yang mampu menunjukkan respons
positif terhadap berprilaku dan berinteraksi dengan
lingkungan dengan baik.

Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis
Melalui Persekolahan Mulai Dari Guru Melek
Ekologi, PKn Persekolahan Berbasis
Ecoliteracy dan Proyek di Luar Kelas

Pendidikan merupakan tonggak awal untuk mem-
bentuk manusia yang tidak tahu menjadi tahu melalui
pengalaman dan perubahan tingkah laku. Berawal dari
ide gagasan dari Jhon Dewey (1916) yang mengemu-
kakan bahwa pengalaman pendidikan yang dimaksud
ialah alat untuk perubahan sosial. Perubahan sosial
yang dikemukan salah satunya ialah isu lingkungan
atau ekologi. Pengalaman yang dimaksud didapat me-
lalui peran pembelajaran dalam hal ini mata pelajaran
PKn. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sosial di
dalam persekolahan maka salah satu hal yang dapat
dilakukan ialah melalui pembelajaran yang aktif
dengan melibatkan partispasi aktif peserta didik se-
hingga mampu kritis dan respon terhadap isu-isu
lingkungan.

Perubahan paradigma lama menjadi baru saat ini
membantu para ahli pendidikan untuk menyediakan
program pendidikan yang tidak hanya transfer ilmu
pengetahuan saja tetapi juga mampu menghasilkan
perubahan perilaku. Dengan kata lain, jika hanya fokus
akan pengetahuan maka tidak akan menyediakan
warga dengan keterampilan untuk memerangi masa-
lah lingkungan (Clifton, Mauney & Falkner, 1998). Hal
ini menunjukkan bahwa membentuk kewarganega-
raan ekologi dapat dilakukan melalui persekolahan
dengan melibatkan langsung siswa sehingga mampu
menghayati dan mengamalkan kompetensi kewarga-
negaraan yang di harapkan. Secara terperinci dalam
pembelajaran PKn ada tiga kompetensi kewargane-
garaan yang di kembangkan dan bersifat jejaring.
Kompetensi pendidikan kewarganegraan (Civic Educa-
tion) menurut Doganay (Murray, 2012:31-32) bahwa
ketiga kompetensi mulai dari civic knowledge, civic
skills, dan civic disposition tersebut berkembang sesuai
dengan kebutuhan yang diinginkan. Dalam hal ini ter-
capainya ketiga kompetensi tersebut merupakan
sasaran akhir dari pendidikan kewarganegaraan.
Tetapi saat ini kompetensi yang berkembang masih
dominan oleh aspek kognitif. Ketiga kompetensi
secara utuh harus dikembangkan sehingga mampu
mencapai tujuan terbentuknya kewarganegaraan
ekologis. Peran pembelajaran PKn dalam hal ini
sangatlah besar mengingat pembentukan kewargane-
garaan ekologi tersebut dapat dibentuk secara efektif
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melalui pengembangan ketiga kompetensi. Akan
tetapi dalam ruang lingkup pembelajaran PKn per-
sekolahan sendiri juga masih sangat minim yang
membahas materi tentang peduli lingkungan. Penulis
hanya akan mengambil ruang lingkup jenjang SMP
Kurikulum 2013 untuk dijadikan salah satu contoh.
Minimnya ruang lingkup materi dalam pembelajaran
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. Ruang Lingkup Materi PKn SMP

Materi Pokok
Proses perumusan Pancasila, norma,sejarah
perumusan dan pengesahan UUD NRI
1945, Keberagaman SARA, bentuk
kerjasama, karakteristik daerah dalam
kerangka NKRI
Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan
dan fungsi UUD NRI 1945, tata urutan
peraturan perundang-undangan, makna
kebangkitan nasional, nilai dan semangat
sumpah pemuda, semangat dan komitmen
kebangsaan kolektif
Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara,
pokok pikiran UUD NRI 1945, prinsip
harmoni keberagaman SARA, konsep cinta
tanah air.

Sumber: diolah dari KI dan KD SMP/MTS Kemen-
dikbud 2016

Kelas
\"1]

41

Dari tabel di atas, hasil analisis penulis melalui
kompetensi inti dan dasar bahwa untuk jenjang
sekolah menengah hanya satu kompetensi dasar yang
membahas mengenai isu lingkungan di kelas IX pada
KD. 3.6 Mengkreasikan konsep cintah tanah air/bela
negara dalam konteks NKRI, dan 4.6 Mengorga-
nisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan
konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan
sehari-hari.

Ada beberapa peran persekolahan yang akan
penulis paparkan dalam upaya membentuk kewarga-
negaraan ekologi.

Pembentukan Guru yang Melek Ekologis

Penulis berasumsi bahwa sebelum mengembang-
kan kewarganegaraan ekologi pada siswa maka guru
haruslah memiliki pemahaman yang kuat dalam
konsep ekologi dan memiliki keterampilan untuk
mengembangkan nilai-nilai melek ekologi. Guru me-
miliki potensi untuk mempengaruhi warga lingkungan
siswa terutama pengetahuan mereka, nilai-nilai, keya-
kinan dan tindakan terhadap lingkungan (Hungerford,
2010:8; Yavetz, Goldman, & Pe 'er, 2009:393).

Namun, karena pembahasan isu lingkungan masih
minim diintegrasikan ke dalam kurikulum sehingga
bergantung pada kebijaksanaan guru dan di dasarkan
pada keyakinan dan pengalaman pribadi (Hart, 2003:
50). Guru yang memiliki pengalaman terbatas, ber-
partisipasi dalam warga lingkungan kemungkinan
besar tidak akan memasukkannya dalam pengajaran
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mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli pendidikan
berpendapat bahwa guru harus mempersiapkan diri
untuk membentuk warga negara ekologi (Beckford
2008:55; Ferreira, Ryan, Davis, Cavanagh & Thomas,
2009:75). Hal ini dapat dilakukan guru melalui
eksplorasi metode-metode pedagogis yang paling
mungkin untuk mempermudah membentuk warga
negara bijaksana dan mampu memecahkan masalah
yang efektif tehadap isu lingkungan (Short, 2010:34).

Di beberapa negara telah mengupayakan bahwa
pentingnya memasukkan program kelestarian ling-
kungan dalam program guru agar nanti mampu
dikembangkan dalam pembelajaran. Salah satu negara
yang telah melakukan program untuk guru ini ialah
Australia melalui program project citizen-nya yang
membahas isu-isu lingkungan. Tujuan program ini
ialah (1) promosi ekologi dan melek ekologi; (2) pe-
nekanan praktek berbasis tempat, dan (3) keter-
libatan guru dalam keterlibatan sipil dalam pemecahan
masalah isu lingkungan. Salah stau upaya pemerintah
ialah mempromosikan praktek pengajaran yang ber-
kelanjutan berorientasi aksi. Menurut ini Kelly (2012:
8) bahwa guru harus memiliki keyakinan mereka
sendiri dan menyelaraskan keyakinan mereka dengan
hasil yang dipromosikan melalui perilaku yang ber-
kelanjutan. Dengan demikian bahwa kebutuhan yang
jelas untuk guru menerima bimbingan eksplisit dalam
mengembangkan rencana yang memberdayakan siswa
untuk bertindak dengan cara bertanggung jawab ter-
hadap lingkungan (Gooch, et. al., 2008:185).

Pentingnya memberikan pemahaman guru agar
melek ekologi juga di dukung hasil penelitian Kelly
(2012) bahwa a) guru di bidang kewarganegaraan
keaksaraan, belajar bagaimana kebijakan publik dapat
digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan
melalui proses mencari opini publik, terlibat dengan
para pejabat untuk memahami kebijakan yang ada,
mengembangkan kebijakan baru, dan mempresen-
tasikan rencana mereka kepada para pengambil
keputusan; b) melalui penyelidikan kritis, melek
ekologi berevolusi dari umum ke pemahaman tempat
tertentu, terutama dalam hal seluk-beluk sosial,
ekonomi, politik, dan budaya seperti lebih memahami
arti penting pelestarian lingkungan; c) melalui parti-
sipasi proyek, guru menjadi lebih sadar nilai-nilai me-
reka sendiri dan nilai-nilai lain, yang mendorong aksi
berkelanjutan mereka atas nama masalah lingkungan;
dan d) guru menunjukkan komitmen profesional
mereka terhadap pembentukan kewarganegaraan
ekologi berorientasi aksi dengan merancang kebija-
kan pendidikan dan kampanye. Jika kita ingin guru
untuk menghubungkan siswa dengan lingkungan alam
dan komunitas mereka, maka penting untuk meng-
ekspos semua guru masa depan untuk proyek-proyek
aksi masyarakat yang meminta mereka untuk secara
kritis menilai hubungan utuh, pola budaya, dan politik
yang menyebarluaskan masalah ekologi.
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Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis
melalui PKn Berbasis Ecoliteracy

Gagasan kesadaran terhadap lingkungan hidup
(ecoliteracy) menjadi perhatian yang sangat serius
sehingga segala upaya dilakukan. Salah satu upaya yang
dilakukan dapat melalui pembelajaran PKn berbasis
ecoliteracy. Pemahaman terhadap gagasan akan pen-
tingnya kesadaran ekologis agar meciptakan kese-
imbangan antara kebutuhan warga dunia dengan ke-
sanggupan bumi untuk menopangnya. Pemahaman se-
perti itu juga disebut dengan melek ekologi. Melek
ekologi (ecoliteracy) dapat didefinisikan sebagai ke-
mampuan untuk menggunakan pemahaman ekologi,
berpikir dan kebiasaan pikiran untuk belajar peduli
lingkungan (Berkowitz, 2005:253).

Gagasan ecoliteracy tersebut dapat diintegrasikan
dalam semua mata pelajaran salah satunya PKn.
Menurut (Dasim dan Prsetiyo, 2016:182) bahwa
gagasan ecoliteracy dalam pelaksanaannya dapat di-
lakukan dengan 3 jalur meliputi: 1) pendidikan tentang
lingkungan yang dapat dilakukan melalui pengemba-
ngan materi pembelajaran yang membahas isu lingku-
ngan. Tahap ini bertumpu pada pengembangan aspek
kognitif. Salah satu pendekatan yang tepat ialah
penemuan informasi (discovery); 2) pendidikan ten-
tang dari lingkungan yang berarti sumber belajar yang
digunakan identik dengan lingkungan sekitar; 3) pen-
didikan untuk lingkungan yang berarti pembelajaran
ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan tetapi juga keterlibatan nilai yang
membentuk perilaku. Tujuannya ialah menekankan
pada kesadaran untuk berprilaku yang menjadi
kebiasaan.

p-ISSN 2598-5973
e-ISSN 2599-008X

Sejalan dengan pendapat di atas bahwa gagasan
tersebut selaras dengan tujuan yang hendak dicapai
dalam pembelajaran PKn yang meliputi 1) pengetahu-
an kewarganegaraan (civic knowledge) yang berkaitan
dengan pemahaman yang harus dimiliki warga negara;
2) keterampilan kewarganegraan (civic skill) kecakap-
an intelektual dan partisipasi aktif warga negara dan
3) watak kewarganegraaan (civic disposition) yang ber-
arti pembentukan karakter yang mengembangkan
nilai-nilai kebajikan salah satunya karakter peduli ling-
kungan.

Oleh karena itu gagasan ecoliteracy tersebut dapat
kita susun dalam pembelajaran PKn yang disesuaikan
dengan kompetensi inti gagasan ecoliteracy dan kom-
petensi inti dan komptensi dasar yang termuat dalam
kurikulum yang disesuaikan. Kompetensi inti tersebut
meliputi kognitif, afektif, psikomotor dan hubungan
antara sekitar (the center for ecoliteracy). Salah satu
kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dapat
dikembangkan melalui gagasan ecoliteracy ialah di kelas
IX pada KD. 3.6 Mengkreasikan konsep cintah tanah
air/bela negara dalam konteks NKRI, dan 4.6 Meng-
organisasikan kegiatan lingkungan yang mencermin-
kan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan
sehari-hari.

Berikut penulis berupaya membuat keterkaitan
kompetensi dasar melek ekologi dengan kompetensi
dasar yang sesuai dengan upaya pembelajaran ber-
basis ecoliteracy sebagai berikut.

Tabel 2. Keterkaitan Kompetensi Dasar Melek Ekologi dengan Kompetensi Dasar Pembelajaran

No Set of Core Competer.lcy from The Center for Indikator Keberhasilan
Ecoliteracy
| Head (kognitif)/civic knowledge (pengetahuan
kewarganegaraan)
a) Pendekatan isu dari berbagai persfektif a) Peserta didik mencari informasi mengenai kasus
perusakan lingkungan yang ada di sekitar
b) Peserta didik dapat mengklasifikasikan perusakan yang
paling sering terjadi dilingkungan sekolah
b) Pemahaman terhadap prinsip utama ekologis ¢) Peserta didik mengidentifikasi indikator penyebab
c) Berpikir kritis, pemecahan masalah yang kreatif, perusakan lingkungan
dan mempu menggunakan pengetahuan ke dalam | d) Peserta didik dapat menjelaskan akibat perusakan
situasi baru lingkungan
2 Hands (aktif)/civic skills (keterampilan
kewarganegaraan)
a) Membuat dan menggunakan alat, benda, dan | a) Peserta didik dapat mempraktekkan tata cara mengelola
prosedur yang dibutuhkan secara berkelanjutan lingkungan sekitar
masyarakat b) Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian
b) Mengubah keyakinan menjadi fakta dan tindakan lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah
efektif, dan menerapkan ekologi pengetahuan | c) Peserta didik dapat menginformasikan tata cara
untuk praktek desain ekologis pelestarian lingkungan
¢) Menilai dan menyesuaikan penggunaan energi dan
sumber daya
3 Heart (emosional)/civic disiposition (watak
kewarganegaraan) a) Peserta didik memiliki kesadaran untuk tidak berperilaku
a) Peduli dan empati untuk orang lain dan lingkungan merusak lingkungan
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Ecoliteracy

Set of Core Competency from The Center for

Indikator Keberhasilan

b) Menghargai perbedaan,
keberagaman yang berbeda
motivasi dan tujuan baik

latar

sesama

bekerja dengan nilai
belakang,

¢) Berkomitmen untuk keadilan dan peduli kepada

b) Peserta didik menunjukkan perilaku peduli terhadap
lingkungan

¢) Peserta didik berkomitmen untuk mengelola lingkungan
dengan bijak

d) Peserta didik berokitmen untuk
merumuskan pelestarian lingkungan

ikut serta dalam

Sumber: diolah Rondli (2017) dan penulis (2017).

Penyusunan pembelajaran berbasis ecoliteracy
tersebut akan lebih efektif jika dengan menggunakan
metode pembelajaran yang berbasis proyek. Model
pembelajaran yang tepat ialah melalui model pem-
belajaran project citizen. Hal ini dikarenakan salah satu
keunggulan model ini ialah mampu mengembangkan
secara utuh tiga kompetensi kewarganegaraan seperti
pengetahuan, ketrampilan dan watak kewarganegara-
an dan melibatkan siswa terlibat langsung dalam kebi-
jakan yang lebih tepat dalam isu lingkungan. Hal ini
dipekuat oleh Gibson dan Levine (2003:45) meng-
anggap memungkinkan siswa untuk terlibat dalam
pekerjaan yang berarti pada isu-isu publik yang serius
dengan kemampuan untuk melihat hasil yang positif
dalam waktu yang wajar. Selain itu Huckle (1986:15)
berpendapat bahwa project citizen tentang lingkungan
hanya dapat dipelajari dengan berlatih dan langsung
proyek untuk mengaktifkan siswa dan memberikan
kontribusi untuk masalah nyata yang mempengaruhi
masyarakat setempat. Para siswa sendiri percaya
bahwa proyek memungkinkan mereka untuk meme-
nuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang
bertanggungjawab.

Pengembangan kewarganegaraan ekologi berbasis
ecoliteracy dan proyek juga dapat mencontoh prog-
ram school urban dari negara-negara maju seperti
Jepang, Kanada, Australia dan Amerika. Program ini
berbasis proyek antara sekolah formal dengan mitra
komunitas lingkungan. Tujuan program ini ialah me-
libatkan siswa dalam kehidupan nyata untuk berupaya
menjaga dan mengelola lingkungan yang baik sehingga
siswa tidak hanya paham dan terlibat aktif tetapi juga
mampu mengahayati dalam bentuk perilaku.

Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis
Berbasis Masyarakat melalui Komunitas
Lingkungan, Workshop dan Pelatihan
Pengelolaan Lingkungan yang Ramah
Lingkungan

Kewarganegaraan ekologi tidak dapat hanya soal
perilaku pribadi, tetapi juga harus memerlukan tinda-
kan kolektif yang bertujuan untuk menghasilkan kon-
disi sosial, politik dan ekonomi dimana warga memilih
untuk bertindak dengan cara yang berkelanjutan
(Dobson, 2003:103). Bahkan, partisipasi dan motivasi
warga negara diperlukan untuk melindungi lingkungan
seperti tindakan kolektif dalam suatu masyarakat.
Menerima tanggung jawab pribadi dan bertindak

sesuai tanggung jawab juga membantu meningkatkan
kesadaran warga bahwa perilaku dan sikap mereka
bisa membuat perbedaan (Light 2001:28).

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa upaya
pembentukan kewarganegaraan ekologi tidaklah cu-
kup melalui persekolahan dan pemerintah. Tetapi
akan lebih efektif jika didukung oleh pendekatan dari
masyarakat. Salah satu contohnya ialah proyek kebun
masyarakat dan kebun kewirausahaan yang didukung
oleh pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini
penting agar mempermudah mencapai tujuan kewar-
ganegaraan ekologi (Certoma, 2015:13; Knap, 2013:
23). Adanya komunitas pecinta lingkungan menun-
jukkan upaya penyeimbang bagi kelompok tertentu
selain sebagai penyeimbang dalam mengelola dan me-
lestarikan ruang hijau sebagai tujuan kewarganega-
raan ekologi.

Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengembangan kewarganegaraan berbasis masyara-
kat sangat berperan penting dalam membentuk
kewargangeraan ekologi ialah hasil penelitian tentang
Komunitas Bandung Berkebun (Budimansyah dan
Prasetiyo, 2016:182) yang dilakukan oleh masyarakat
peduli lingkungan. Hasil penelitian tersebut menge-
mukakan bahwa ada empat tahap meliputi |) upaya
perbaikan dan pelestarian lingkungan salah satunya
pengelolaan hasil kebun yang efektif melalui penge-
tahuan yang memadai dalam pelatihan dan workshop;
2) adanya jadwal yang terencana secara berkelanjutan
dalam upaya pengembangan ketrampilan warga nega-
ra yang mandiri. Istilah yang digunakan ialah kete-
rampilan lingkungan (environmental skills) yang harus
mampu mengidentifikasi, antisipasi, mencegah dan
mengatasi masalah lingkungan; 3) tahapan ketiga
mela-lui etika lingkungan (environmental attitudes)
lebih di fokuskan pada nilai yang akan menjadi modal
untuk memotivasi peran aktif bagi warg negara mela-
lui urban farming, school urban, street urban dan campus
urban. Etika lingkungan tersebut haruslah menghor-
mati alam, bertanggung jawab melalui peran aktif; dan
4) kesadaran warga negara terhadap persoalan eko-
logi melalui partisipasi aktif lingkungan (environmental
skills). Partisipasi tersebut dalam bentuk tindakan
salah satunya pemberian pelatihan mengenai pengelo-
laan lingkungan yang ramah lingkungan. Salah satu
contohnya ialah mengelola limbah sampah yang dapat
didaur ulang.
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Berdasarkan wuraian di atas jelas bahwa
mengembangkan kewarganegaraan dengan melibat-
kan masyarakat melalui keterlibatan dalam berbagai
kegiatan peduli lingkungan merupakan salah satu
strategi yang tepat dalam mencapai tujuan kewarga-
negaraan ekologis. Strategi yang dapat dilakukan ialah
melalui komunitas lingkungan, workshop tentang pen-
tingnya pelestarian lingkungan, dan pelatihan me-
ngenai pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan.

Masyarakat tidak hanya paham mengenai isu-isu
dan tata cara penegelolaan dan pelestarian lingkungan
yang bijak tetapi juga mampu terlibat langsung dalam
pelestarian lingkungan sehingga mampu menjadi peri-
laku nyata yang dilakukan secara sadar dan menjadi
pembiasaan.

Kesimpulan

Upaya pembentukan kewarganegaraan ekologis
harsulah menjadi tanggung jawab bersama baik oleh
pemerintah, persekolahan maupun masyarakat. Hal
ini penting bahwa isu mengenai lingkungan menjadi
masalah global yang sedang terjadi di seluruh kawasan
dunia salah satunya Indonesia. Konsep ekologi sangat-
lah penting dalam upaya mengembangkan pemikiran
ataupun ide yang berkaitan erat dengan tata cara etika
dan moral warga negara terhadap lingkungannya
secara bertanggungjawab mampu bijaksana dalam
menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan.
Untuk mencapai tujuan tersebut ada lima komponen
penting mulai dari melek kewarganegaraan, melek
ekologi, kesadaran nilai, efikasi diri dan kebijaksanaan
praktis.

Penulis berupaya untuk memberikan gambaran
strategi pembentukan kewarganegaraan ekologi.
Strategi tersebut meliputi |) pembentukan kewarga-
negaraan ekologis melalui persekolahan mulai dari
peningkatan pemahaman guru tentang melek ekologi,
pembentukan kewarganegaraan ekologis melalui
pembelajaran PKn persekolahan berbasis ecoliteracy
dan proyek di luar kelas dan 2) Pembentukan kewar-
ganegaraan ekologis melalui masyarakat dalam ben-
tuk komunitas atau penggiat lingkungan untuk men-
capai tujuan kewarganegaraan ekologi.
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